PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR ‘4 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, mengatur kebijakan dalam pengelolaan keuangan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan bahwa
Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada
pemerintah daerah paling lambat dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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i,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan

GUBERNUR SUMATERA SEMTAN_

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah |

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010

Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 30a, angka 30b,
angka 31a, angka 31b, angka 32a, dan ditambahkan angka
35 sampai dengan angka 47, schingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
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Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
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Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna
barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa program SKFPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi
tugas untuk dan atas nama pemerintah daerah,
menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan
uang atau surat berharga atau barang-barang
Negara/Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah
yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan daerah
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat
Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

27.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah vang ditentukan oleh
Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

30. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Provinsi
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

30.a.Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah
semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah Provinsi dan tidak perlu dibayar kembali.
30.b.Pendapatan-LO (Laporan Operasional) adalah hak
Pemerintah Provinsi yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
31.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Provinsi
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31.a.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
31.b.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban. _

32. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber
daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
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32.a.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Divestasi adalah penggunaan beberapa jenis aset baik
dalam bentuk finansial atau barang.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pclaksénaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan Daerah
yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi
judul, nomor dan tanggal efektif.

Sistem  Akuntansi Pemerintahan Daerah  yang
selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik
dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan  peristiwa itu  terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.



W

-8 -

42. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagail
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Provinsi.

43. Pendapatan Transfer adalah penerimaan/pengeluaran
uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
bagi hasil.

44, Uang Transfer adalah kewajiban suatu entitas laporan
untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain
sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

45, Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

46. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau  perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

47. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam
kegiatan  pemerintah  atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal

18 ayat (3) dan Pasal 20 diubah, Bagian Keempat Belanja
Daerah Pasal 22 ayat (3) diubah, Bagian Keenam Belanja
Modal Pasal 27 ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (3)
sehingga Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang
bersangkutan.

(2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD
harus berdasarkan pada ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. |

(4) Pendapatan daerah dikelompokkan atas :

a. pendapatan asli daerah;
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b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 20

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 18
ayat (4) yang berasal dari dana perimbangan dibagi
menurut jenis pendapatan terdiri atas :

a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum;

c. dana alokasi khusus.

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 18
ayat (4) vang berasal dana bagi hasil menurut objek
pendapatan terdiri atas :

a. bagi hasil pajak;
b. bagi hasil bukan pajak.

Pasal 22

(1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD
merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk setiap
jenis belanja.

(2) Gubernur dapat menyediakan anggaran untuk
membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/
atau tidak terduga.

(3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

(1) Belanja Modal digunakan sebagai pengeluaran anggaran
untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Belanja Modal dianggarkan sebesar harga beli/
bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan.

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan
tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak
berwujud.
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3. Ketentuan BAB X Bagian Kesatu Sistem Akuntansi Pasal

123 ayat (2), ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6), diantara
Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal
123A, Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi Pasal 130 ayat (2)
dan ayat (4) diubah dan diantara Pasal 129 dan Pasal 130
disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 129A sehingga BAB X secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi
menyelenggarakan  sistem  akuntansi Pemerintah
Provinsi.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

(3) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didokumentasi dalam bentuk buku jurnal dan buku
besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku
besar pembantu.

(5) Penyajian Laporan Keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi :

Laporan Realisasi Anggar:an (LRA);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;,

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(6) Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur dan
teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam
buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian
laporan keuangan.

o Qo o

Pasal 123 A

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)
terdiri atas :
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(2)

(3)
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a. sistem akuntansi FPKIJ; dan
b. sistem akuntansi SKPD.

Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan
laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Provinsi.
Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan
laporan keuangan SKPD.

Ketentuan -lebih lanjut mengenai SAPD sebagaimana |

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.
Pasal 129 A

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi terdiri dari :
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan PSAP atas :
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan
akuntansi dalam SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi
dalam SAP. :
Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi
dan entitas pelaporan Pemerintah Provinsi.

Pasal 130

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi diatur dengan

Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada standar
akuntansi pemerintahan.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan
pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
belanja, beban, dan pembiayaan serta laporan
keuangan.
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(3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat :
a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan
setiap akun dalam laporan keuangan;
b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan
keuangan.

(4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup
kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi,
penyusutan, penghentian, dan pelepasan aset.

(5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah
kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja
modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan,
belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan
lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga
perolehan aset tetap.

(6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah
kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang
dibayarkan sebagai penambah aset tetap.

(7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan setiap
tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan
keuangan tahun anggaran berkenaan.

. Diantara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab yaitu
- Bab XA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 130 A

(1) Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagi
Pemerintah Provinsi dalam melakukan kodefikasi akun
yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap.

(2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku
jurnal, pengklasifikasian pada buku besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada
laporan keuangan. '

Pasal 130 B

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran
disesuaikan dengan dokumen anggaran.

Ve
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(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai
dengan BAS, Pemerintah Provinsi dapat melakukan
konversi dalam penyajian LRA.

Pasal 130 C

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan akun standar secara
rinci dan format konversi penyajian LRA diatur dengan
Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi
Pemerintah Provinsi.

. Bab XI Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 131
ayat (3) dan Pasal 132 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 131
dan Pasal 132 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna
barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada
dalam tanggung jawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pencatatan /penatausahaan
atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan
menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan
pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan
operasional, neraca, laporan perubahan ekkuitas, dan
catatan atas laporan keuangan yang disampaikan
kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran / pengguna
barang memberikan pernyataan bahwa pengelola APBD
yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 132

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi
terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);



(3)

(4)

(3)

(6)
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. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
. neraca;

. Laporan Operasional (LO);

. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)].

m o o o

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan
laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan
keuangan SKPD.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
September 2014

pada tanggal

30

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2014 NOMOR ..l4.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (../2./2014)



